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PERATURAN-PERATURAN DASAR YANG BERKAITAN DENGAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

2.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Saat mulai Timbulnya Hak Atas Gaji

Hak gaji yang timbul atas pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat yang berwenang dapat dibayar terhitung mulai tanggal aktif melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Keterangan aktif melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang dengan catat tidak boleh berlaku surut sebelum tanggal surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 mengatur tentang ketentuan umum pangkat dan golongan serta ruang gaji Pegawai negeri Sipil yang digunakan sebagai dasar penggajian. Dalam peraturan ini pangkat Pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Golongan III  dan IV serta pada masing-masing golongan I sampai dengan III dipisahkan lagi kedalam 4 (empat) ruang penggajian yaitu ruang a, ruang b, ruang c dan ruang d. Khusus untuk golongan IV dibagi kedalam 5 (lima) ruang penggajian yaitu ruang a, ruang b, ruang c, ruang d dan ruang e. Berdasarkan peraturan tersebut diatas jenjang pangkat Pegawai negeri Sipil dibagi dalam 17 jenjang kepangkatan, yang dimulai dari pangkat terendah Juru Muda (Golongan I/a) dan pangkat tertinggi Pembina Utama (Golongan IV/e).

2.4 Hak dan Kewajiban Atas Gaji dan Tunjangan Bagi PNS

Setiap Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya, gaji PNS terdiri dari gaji pokok ditambah dengan komponen tunjangan-tunjangan yang terkait dikurangi dengan kewajiban iuran/potongan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

a. Gaji dan komponen tunjangan terdiri dari :

· Gaji pokok

Besarnya pokok gaji Pegawai Negeri Sipil diatur dalam daftar skala gaji yang terinci menurut golongan dan ruang serta masa kerja golongan, dan khusus kepada calon Pegawai Negeri Sipil diberikan gaji pokok yang besarnya 80% dari gaji pokok pada daftar skala gaji tersebut.

· Tunjangan Keluarga

Disamping gaji pokok, Pegawai Negeri Sipil yang telah berkeluarga berhak memperoleh tunjangan keluarga disamping gaji pokoknya, yaitu :

a. Tunjangan Istri/suami sebesar 10% dari gaji pokok;

b. Tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok, dengan pembatasan untuk 2 (dua) orang anak sesuai dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1994 pasal 53)

· Tunjangan Jabatan

a. Tunjangan Jabatan Struktural

Tunjangan jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi negara. Sesuai dengan Keppres Nomor 62 Tahun 1993, besarnya tunjangan struktural adalah sebagai berikut :

· Eselon I.a

Rp. 500.000,00

· Eselon I.b

Rp. 400.000,00

· Eselon II.a

Rp. 250.000,00

· Eselon II.b

Rp. 200.000,00

· Eselon III.a
Rp. 150.000,00

· Eselon III.a
Rp. 125.000,00

· Eselon IV.a
Rp. 100.000,00

· Eselon IV.a
Rp.   75.000,00

· Eselon V.a

Rp.   60.000,00

· Eselon V.b

Rp.   50.000,00

b. Tunjangan Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari fungsinya dalam suatu organisasi Departemen/Lembaga. 

c. Tunjangan Pangan

Berdasarkan Keppres Nomor 16 Tahun 1994 Pasal 52 Setiap Pegawai negeri Sipil berhak memperoleh tunjangan beras dengan kwantum sebesar 10 Kg perjiwa untuk setiap bulanya dalam bentuk in natura  dengan ketentuan :

· Tunjangan Beras tidak dibayar secara rangkap apabila PNS dimaksud menikah dengan PNS atau kedua-duanya sebagai PNS.

· Tunjangan Beras untuk anak PNS dibatasi hingga sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) orang anak.

· Besarnya harga beras adalah Rp. 2.500,00 per kilogram.

b. Iuran/potongan yang melekat pada gaji antara lain 

· Iuran Wajib Pegawai ( IWP ) 10 %;
Berdasarkan Keppres Nomor 8 Tahun 1977, kepada Pegawai negeri Sipil dipungut Iuran sebesar 10% dari penghasilan setiap bulannya dengan rincian :

· 4.75% untuk dana Pensiun.

· 2% untuk iuran pemeliharaan kesehatan.
· 3.25% untuk iuran tabungan hari tua.
· Tabungan Perumahan (TAPERUM); 
Tabungan Perumahan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai negeri Sipil dalam sektor perumahan dengan cara menghimpun dana melalui potongan/tabungan wajib PNS langsung dari daftar gaji. Pengaturan pemungutan/pemotongan gaji PNS untuk iuran tabungan perumahan diatur dengan SE-DJA Nomor SE-DJA No.SE-9/A/56/0193 tanggal 16 Januari 1993, yaitu sebesar :

- Golongan I

Rp.  3.000,00

- Golongan II
Rp.  5.000,00

- Golongan III
Rp.  7.000,00

- Golongan IV
Rp.10.000,00

· PPh Pasal 21
Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 636/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994, antara lain disebutkan bahwa setiap Pegawai negeri Sipil yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 5% dan ditanggung oleh Pemerintah. 
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